BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif
dan efisien dalam pembangunan di Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan
wewenang Bupati dalam evaluasi rancangan
peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) dan rancangan peraturan
desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Perubahan(APBDes-P) kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kepada Camat;




Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4265);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI
DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

3.

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.
Bupati adalah Bupati Balangan.

Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkatPemerintah
Kabupaten Balangan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan
Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala
Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundangundangan
yang lebih tinggi.




11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa.

BAB II
PEMBERIAN DELEGASI

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.

Pasal 3

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah
di delegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Camat mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.




BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2017

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2017
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